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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Sistem Informasi Kependudukan dan 

Bantuan Sosial (KBS) di Kecamatan Binjai Utara serta dampaknya terhadap efektivitas pelayanan 

publik dan penyaluran bantuan sosial. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada kebutuhan 

akan sistem yang terintegrasi guna meningkatkan akurasi data kependudukan dan ketepatan sasaran 

dalam distribusi bantuan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan 

teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa penerapan KBS di Binjai Utara telah membantu mempercepat proses 

administrasi, meningkatkan transparansi, dan meminimalisir kesalahan dalam pendataan penerima 

bantuan sosial. Namun demikian, masih terdapat kendala berupa keterbatasan infrastruktur 

teknologi dan rendahnya literasi digital di tingkat masyarakat. Kesimpulannya, sistem KBS 

merupakan solusi yang efektif untuk mendukung pelayanan publik berbasis data, namun 

membutuhkan dukungan penguatan kapasitas SDM dan infrastruktur untuk optimalisasi 

pelaksanaannya. 

Kata kunci: Sistem Informasi, Kependudukan, Bantuan Sosial, KBS, Binjai Utara 

 

PENDAHULUAN 

Pembangunan nasional yang merata dan berkeadilan memerlukan data kependudukan yang akurat, 

mutakhir, dan terintegrasi. Di era digital seperti saat ini, pengelolaan data kependudukan secara 

manual dinilai tidak lagi efisien, baik dari segi waktu, tenaga, maupun ketepatan data. Oleh karena 

itu, pemerintah daerah dituntut untuk mengembangkan sistem informasi yang dapat mengelola data 

kependudukan secara lebih efektif dan terstruktur. Salah satu inovasi yang muncul sebagai respons 

terhadap kebutuhan tersebut adalah penerapan Sistem Informasi Kependudukan dan Bantuan Sosial 

(KBS). 

KBS merupakan sistem berbasis digital yang dirancang untuk menghimpun, mengelola, dan 

menyajikan data penduduk sekaligus mengintegrasikannya dengan penyaluran bantuan sosial. Di 

Kecamatan Binjai Utara, penerapan sistem ini diharapkan mampu mempermudah proses pendataan 

dan distribusi bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan. Hal ini sangat penting 

mengingat program bantuan sosial sering kali mengalami hambatan akibat kurangnya validasi data, 

duplikasi penerima manfaat, hingga keterlambatan distribusi. (Simanjuntak, 2022) 

Penerapan Sistem Informasi KBS di Binjai Utara menjadi salah satu bentuk upaya Pemerintah 

Kota Binjai dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis 

teknologi informasi. Dengan integrasi antara data kependudukan dan sistem bantuan sosial, 

pemerintah dapat mengambil kebijakan yang lebih tepat sasaran, efisien, dan responsif terhadap 

kondisi sosial ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, kajian terhadap implementasi dan efektivitas 

sistem ini menjadi sangat relevan untuk dilakukan, terutama dalam rangka peningkatan kualitas 

pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. (Puspita, 2023). 

Di Binjai Utara, seperti di banyak daerah lain di Indonesia, sering terjadi ketidaktepatan dalam 

penyaluran bantuan sosial, seperti data ganda, data tidak valid, atau penerima yang tidak tepat 

sasaran. Dengan adanya KBS, seluruh data kependudukan dapat terintegrasi secara digital dan 

terkini, sehingga proses verifikasi dan validasi penerima bantuan sosial menjadi lebih mudah dan 

akurat. 

Sistem manual cenderung lambat dan rentan terhadap manipulasi. KBS memungkinkan 
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pemerintah kelurahan maupun kecamatan untuk bekerja secara lebih efisien dan transparan, karena 

semua data tercatat secara digital dan dapat dipantau langsung oleh pihak berwenang serta 

masyarakat jika dibuka secara publik. (Siregar, 2024). Dengan data yang real-time dan terintegrasi, 

pemerintah daerah dapat melakukan analisis sosial ekonomi penduduk dengan lebih baik. Hal ini 

sangat penting dalam merancang program bantuan, subsidi, maupun pembangunan yang sesuai 

dengan kebutuhan riil masyarakat. 

 

Tanpa sistem yang terkoordinasi, satu keluarga bisa saja menerima beberapa jenis bantuan dari 

program yang berbeda, sementara keluarga lain yang lebih membutuhkan justru tidak menerima 

apa pun. KBS memungkinkan penyelarasan antarprogram bantuan untuk menjamin pemerataan. 

Pemerintah pusat mendorong daerah untuk melakukan transformasi digital dalam pelayanan publik. 

KBS merupakan salah satu langkah menuju e-government di Binjai Utara, yang pada akhirnya akan 

meningkatkan kualitas layanan administrasi kependudukan dan sosial secara menyeluruh. Dalam 

kondisi darurat seperti pandemi, banjir, atau inflasi harga kebutuhan pokok, pemerintah 

membutuhkan data cepat untuk memberikan bantuan. KBS memungkinkan penyaluran bantuan 

secara cepat karena data sudah siap pakai dan tersusun dengan baik. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Sistem Informasi 

Menurut Jogiyanto (2017), sistem informasi adalah suatu sistem yang terdiri dari kombinasi antara 

manusia, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, dan sumber daya data yang 

mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk mendukung 

pengambilan keputusan dan pengendalian dalam organisasi. Dalam konteks pemerintahan daerah, 

sistem informasi menjadi alat penting dalam mempercepat pelayanan publik dan meningkatkan 

efisiensi birokrasi. 

Sistem Informasi Kependudukan 

Sistem informasi kependudukan adalah sistem yang dirancang untuk mengelola data penduduk, 

seperti nama, usia, alamat, status keluarga, dan data demografis lainnya. Menurut Kementerian 

Dalam Negeri, sistem informasi ini digunakan untuk mendukung administrasi kependudukan, 

perencanaan pembangunan, serta penyelenggaraan pelayanan publik yang berbasis data. Di daerah 

seperti Binjai Utara, sistem ini menjadi dasar utama dalam penyusunan program sosial dan 

distribusi bantuan. 

Bantuan Sosial (Bansos) 

Bantuan sosial adalah bentuk intervensi pemerintah kepada masyarakat miskin, rentan, atau 

terdampak kondisi tertentu, berupa uang atau barang, yang bersifat sementara dan tidak terus-

menerus. Menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang 

Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai, bantuan sosial bertujuan untuk meringankan beban ekonomi 

masyarakat serta menjamin hak dasar warga negara. 

Integrasi Sistem Informasi dan Bantuan Sosial 

Integrasi antara sistem informasi kependudukan dan sistem bantuan sosial bertujuan untuk 

memastikan bahwa bantuan yang diberikan tepat sasaran dan efisien. Sistem ini memanfaatkan 

teknologi informasi untuk menghubungkan data demografis dengan kondisi sosial ekonomi 

penduduk. Dengan demikian, distribusi bantuan dapat dilakukan secara objektif, terpantau, dan 

minim penyimpangan. 

Teknologi Informasi dalam Pelayanan Publik 

Menurut Laudon dan Laudon (2020), penggunaan teknologi informasi dalam organisasi publik 

dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Pemerintah daerah seperti Binjai 

Utara dapat memanfaatkan sistem informasi digital untuk menyajikan data yang akurat dan 

mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). 
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METODE PENELITIAN 

Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu metode penelitian yang 

bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat, 

dan hubungan antara fenomena yang diteliti. Dalam konteks ini, penelitian akan mendeskripsikan 

bagaimana sistem informasi kependudukan dan bantuan sosial (KBS) diterapkan di Kecamatan 

Binjai Utara, serta dampaknya terhadap pelayanan publik dan distribusi bantuan sosial. 

Sumber dan Teknik Pengumpulan Data 

a. Data Primer 

Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan melalui: 

1. Wawancara: Dilakukan dengan aparatur pemerintah kecamatan, kelurahan, petugas 

operator KBS, dan masyarakat penerima bantuan sosial. 

2. Observasi: Pengamatan langsung terhadap penggunaan sistem KBS di kantor kecamatan 

atau kelurahan serta proses pelayanan kepada masyarakat. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, laporan pelaksanaan bantuan sosial, arsip 

kependudukan, serta peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Peraturan Menteri Sosial 

dan Peraturan Daerah Kota Binjai. 

Teknik Analisis Data 

Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis menggunakan analisis kualitatif interaktif menurut 

Miles dan Huberman, yang terdiri dari tiga tahap: 

1. Reduksi Data: Proses pemilihan, penyederhanaan, dan pengorganisasian data mentah yang 

relevan. 

2. Penyajian Data: Menyusun data dalam bentuk narasi, tabel, atau matriks untuk 

memudahkan pemahaman. 

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi: Menyimpulkan hasil temuan berdasarkan data yang 

telah diolah dan diverifikasi ke lapangan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Implementasi Sistem Informasi Kependudukan dan Bantuan Sosial (KBS) di Kecamatan Binjai 

Utara, Kota Binjai. Hasil yang diperoleh merupakan rangkuman dari observasi lapangan, 

wawancara dengan pihak terkait, serta telaah dokumen yang relevan. Setiap temuan akan dianalisis 

dan dibahas secara mendalam berdasarkan landasan teori yang telah diuraikan pada bab 

sebelumnya. Pembahasan ini bertujuan untuk menggambarkan sejauh mana sistem KBS telah 

diimplementasikan, efektivitasnya dalam mendukung pendataan kependudukan dan penyaluran 

bantuan sosial, serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya di lapangan. 

Gambar 1 Menu Utama 
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Menu beranda berisi menu-menu yang tersedia yaitu bansos, kependudukan dan kontak, admin juga 

dapat masuk ke menu login pada menu ini. 

 
Gambar 2 Menu Data Kependudukan 

 

Tampilan menu data kependudukan yang berisi data masyarakat yang ada pada daerah binjai utara. 

 

 
Gambar 3 Menu Print 

Tampilan menu print untuk dapat mencetak data kependudukan 

 

 
 

Gambar 4 Tampilan menu control panel 
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KESIMPULAN 

Penerapan sistem KBS di Binjai Utara telah membantu meningkatkan akurasi data 

kependudukan dan penyaluran bantuan sosial. Dengan adanya sistem yang terintegrasi, pemerintah 

kecamatan mampu memverifikasi dan memvalidasi data penerima bantuan secara lebih efisien dan 

tepat sasaran. KBS memberikan kontribusi positif dalam mendukung pelayanan publik berbasis 

digital. Sistem ini mempercepat proses administrasi, meminimalkan kesalahan manual, serta 

meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan bantuan sosial. Terdapat beberapa 

kendala teknis dan non-teknis dalam pelaksanaan KBS, seperti keterbatasan infrastruktur digital, 

kurangnya pelatihan bagi operator sistem, dan rendahnya literasi digital masyarakat. Meskipun 

demikian, secara umum sistem KBS dipandang cukup efektif dan layak untuk terus dikembangkan. 

Pemerintah daerah perlu terus meningkatkan infrastruktur teknologi informasi, khususnya jaringan 

internet dan perangkat komputer di kantor kelurahan dan kecamatan, agar sistem KBS dapat 

berjalan optimal di seluruh wilayah. Pelatihan dan pendampingan teknis bagi petugas dan operator 

sistem KBS perlu ditingkatkan, guna memastikan kompetensi mereka dalam mengelola data dan 

menangani kendala teknis yang mungkin terjadi. Masyarakat perlu dilibatkan secara aktif dalam 

proses pendataan dan sosialisasi KBS, agar mereka memiliki pemahaman yang baik tentang 

pentingnya data kependudukan dan dapat berpartisipasi dalam menjaga keakuratan data. Perlu 

dilakukan evaluasi berkala terhadap sistem KBS, baik dari aspek teknis, administratif, maupun 

sosial, guna memastikan sistem tersebut terus relevan, adaptif, dan mampu menjawab tantangan 

kebutuhan masyarakat ke depan. 
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